
TAHUN ANGGARAN 2026

Program 

dan 
Kegiatan 

Lainnya (%)

-

-

1 Provinsi Jambi 10,00%  - 6,67%  -  - 

5

Anggaran Air Limbah (Rp)

Batanghari 66,61%

Muaro Jambi 0,00 3.33%

2 Kerinci 

Triwulan I (Tahun 2026) 

Air Bersih  (%) Air Limbah (%)

39,25% 4,67%

3 Merangin

73,28%

7 Tanjung Jabung Barat 78,18%

8

6

Tanjung Jabung Timur 42,14% 47,11%

2.000.775.000,00Rp        

66,06%

9

10

13.137.000.000,00Rp      

4 Sarolangun - - -

1.378.557.865,00Rp            2.625.900,00Rp                   1.381.183.765,00Rp        

0,00% 0,00%

11

12 0,00 0,00

Tebo 72,86% 89,09%

4.523.394.000,00Rp            18.918.335.482,00Rp      

32.489.198.310,00Rp          10.929.623.838,00Rp          43.418.822.148,00Rp      

Jambi - - -

- - -Sungai Penuh

99,79% 95,18%

Bungo 72,71% 0,00

- - -

14.394.941.482,00Rp          

-

-

-

-

67,20%

12.525.000.000,00Rp          612.000.000,00Rp               

1.650.775.000,00Rp            350.000.000,00Rp               

27,58%

Anggaran Program dan 
Kegiatan Lainnya (Rp)

PERSENTASE SPM SETIAP TRIWULAN 

Kabupaten/Kota No 
Anggaran Air Bersih (Rp) Jumlah Anggaran (Rp)

-

-



2

3

4

5. 

6.

KETERANGAN

1 Belum ada data lokasi wilayah korban 
bencana daerah maupun kegiatan 
terkena relokasi Program Pemerintah 
Daerah yang sudah di tetapkan oleh 
Pejabat Daerah

TANJUNG JABUNG 
BARAT

TANJUNG JABUNG 
TIMUR

BUNGO TEBO KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH 

PERMASALAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2026

No. DAFTAR PERMASALAHAN PROVINSI JAMBI KERINCI MERANGIN SAROLANGUN BATANGHARI MUARO JAMBI

Efisiensi anggaran yang mengurangi 
kemampuan DPUPR dalam 
penerapan dan peningkatan layanan 
SPM (Pekerjaan Umum) 

 Penyediaan data dasar untuk 
pelaksanaan penerapan SPM masih 
memerlukan penyempurnaan 
(Pekerjaan Umum)

SDM belum memadai terutama dalam 
penyusunan dokumen, pengolahan 
data dan informasi, serta tim survei 
lapangan

Penganggaran dalam Upaya 

Meningkatkan penerpaan SPM masih 
sangat rendah, sehingga penanganan 
pasca bencana khususnya dalam 
rangka perbaikan atau pembangunan 
rumah korban terdampak bencana

Koordinasi dan harmonisasi  kegiatan 
antar SKPD dalam penerapan SPM 
Pekerjaan Umum masih rendah 
(Pekerjaan Umum) 



Pembangunan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) 

Terpusat Skala 

Permukiman (11,78%)

4.267.227.442,00Rp    

Operasi dan 

Pemeliharaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) 

(78,39)

892.913.594,00Rp       

-

- -

39,25% -Rp                              10,00%

Jumlah Anggaran (Rp)
Program dan 

Kegiatan Lainnya (%)
Anggaran Program dan 
Kegiatan Lainnya (%)

Provinsi Jambi

Anggaran Air Bersih (Rp) Air Limbah (%) Anggaran Air Limbah (Rp)

Triwulan II (Tahun 2026)

-  - 

PERSENTASE SPM SETIAP TRIWULAN 

No Kabupaten/Kota 
Air Bersih (%)

2 Kerinci 

75,00%  Rp       1.899.434.800,00 70,06%  Rp             343.957.700,00  Rp    2.243.392.500,00 

-Rp                                 -

1

4 Sarolangun 

-Rp                              77,99% -Rp                                 -66,32%

- -

3 Merangin

-

0,00% -Rp                              0,00% -Rp                                 -Rp                           

6 Muaro Jambi 

-Rp                                 -Rp                           69,12% -Rp                              62,27% - -

Peningkatan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Terpusat 

Skala Permukiman Berbasis 

Masyarakat (0%)

5 Batanghari 

7 Tanjung Jabung Barat 

2.733.034.600,00Rp        0,00% -Rp                                 2.733.034.600,00Rp     0,00%

0,00%

512.894.500,00Rp       

-

- --Rp                              0,00%8 Tanjung Jabung Timur 

78,18% 1.650.775.000,00Rp        67,20% 350.000.000,00Rp              

-Rp                                 -Rp                           

- 2.000.775.000,00Rp     

10 Tebo 

3.620.000.000,00Rp        0,00% -Rp                                 3.620.000.000,00Rp     11,29%9 Bungo -

0,00% -Rp                                 -Rp                           

-

6.600.000.000,00Rp        0,00%11

12 Sungai Penuh 68,85% -Rp                              

TAHUN ANGGARAN 2026

- -

- -Jambi 

0,00% -Rp                              

6.361.499.249,00Rp           12.961.499.249,00Rp   59,68%

68,19% 1.081.152.500,00Rp           6.241.293.536,00Rp     



TANJUNG JABUNG TANJUNG JABUNG KOTA  KOTA 

BARAT TIMUR JAMBI SUNGAI PENUH 

1. 

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

Kurangnya peningkatan pengetahuan SDM 
di Lingkungan OPD dalam hal pengisian 
data di aplikasi E SPM

Kurangnya Anggaran Dalam Memenuhi 
Kegiatan Sub Bidang SPM Air Minum dan 
Sanitasi

Belum tersedianya IPLT Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, sehingga terkendala dalam 
pemenuhan data SPM pada Sub Bidang Air 
Limbah. Pada Tahun Anggaran 2026 Dinas 
PUPR Kab. Tanjab Barat sudah 
menganggarkan Kegiatan DED 
Pembangunan IPLT, diharapkan setelah 
kegiatan terlaksana Dinas PUPR dapat 
melaksanakan kegiatan fisik Pembangunan 
IPLT baik melalui sumber dana APBD 
maupun APBN.

Untuk tahun 2026 belum ada di anggarkan 
didalam DPA Dinas Perkim Kegiatan 
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum 
dan Kegiatan Penyediaan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah, namun yang 
terinput adalah target capaian tahun ini 
apabila terdapat penambahan pagu pada 
APBD-P

Diharapkan diadakannya pelatihan atau 
bimbingan teknis terkait pengisian aplikasi 
E SPM yang format di aplikasinya selalu 
berubah sehingga menimbulkan kekeliruan 
dalam penginputan data.

2.

Kurangnya koordinasi antar dinas 
dikarenakan tidak adanya penanggung 
jawab pasti terkait SPM.Diharapkan 
Mengadakan rapat koordinasi secara rutin.

 Tidak adanya Data Base detail untuk 
kondisi capaian terlayani saat ini untuk 
pemenuhan air minum dan air limbah layak.

PERMASALAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2026

No. PERMASALAHAN KETERANGAN
Provinsi Jambi KERINCI MERANGIN SAROLANGUN BATANGHARI MUARO JAMBI BUNGO TEBO

Dana terbatas untuk melaksanakan seluruh 
kegiatan air bersih dan air limbah di se-
luruh Kab.Batang Hari.



9.

10.

Permasalahan Air Minum: Cakupan layanan air 

minum belum merata karena beberapa 

wilayah/permukiman belum seluruhnya 

terlayani sumber air minum terlindungi atau 

jaringan perpipaan; Layanan SPAM bukan 

jaringan perpipaan belum tersedia atau 

pendataannya belum lengkap sehingga akses 

terhadap air minum terlindungi masih terbatas; 

Pendataan kuantitas dan kualitas air minum 

belum dilakukan secara menyeluruh dan rutin, 

sehingga data belum sepenuhnya lengkap 

untuk pelaporan SPM.

Permasalahan Air Limbah: Cakupan fasilitas buang air 

besar belum merata, tidak semua rumah tangga memiliki 

sistem yang layak atau aman, terutama di permukiman 

padat dan daerah berkembang; Pengelolaan limbah 

rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi standar, 

termasuk frekuensi penyedotan tangki septik dan 

pengolahan lumpur tinja; Pendataan indikator akses 

layak belum dilakukan secara menyeluruh, karena 

sebagian wilayah fokus pada penyediaan fasilitas akses 

aman; Terdapat perbedaan pelaksanaan antara rumah 

tangga dengan akses aman dan akses layak, sehingga 

indikator akses layak belum sepenuhnya tersedia.


